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ABSTRAK

Dengan ditetapkannya pajak dalam undang-undang berarti pajak bukanlah
perampasan hak atas kekayaan rakyat karena sudah disetujui oleh wakil-wakil rakyat.
Juga tidak dapat dikatakan sebagai pembayaran sukarela oleh Kkarena pajak
mengandung kewajiban bagi rakyat untuk memenuhinya dan apabila rakyat tidak
memenuhi kewajibannya dapat dikenakan sanksi.

Kenyataan menunjukkan bahwa sering terjadi pembukuan ganda dalam upaya
menghindari beban pajak yang berat, terutama dilakukan oleh pengusaha yang tidak

bertanggungjawab.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan pembuatan
pembukuan ganda dalam bidang perpajakan dapat dimintai pertanggungjwaban, dan
juga untuk mengetahui dan memahami sanksi yang dapat dikenakan terhadap

pembuatan pembukuan ganda dalam bidang perpajakan.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Pembuat pembukuan ganda,
jelas telah membuat salah satu diantara pembukuan yang dibuatnya adalah palsu.
Berarti pembuat pembukuan ganda telah melakukan tindak pidana perpajakan.
konsekuensinya pembuat pembukuan ganda dapat dimintal pertanggungjawaban
pidana dan juga konsekuensinya pembuat pembukuan ganda dalam bidang
perpajakan dapat dikenakan sanksi administratif yaitu ppmbayaran kerugian kepada
negara, khususnya berupa denda dan bunga, dan sanksi pidana berupa pidana penjara.
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan atas permasalahan di atas maka dapat

ditarik kesimpulan sebagai berikut

I

)

Pembuat pembukuan ganda, jelas telah membuat salah satu diantara
pembukuan yang dibuatnya adalah palsu. Berarti pembuat pembukuan ganda
telah melakukan tindak pidana perpajakan. Konsekuensinya pembuat
pembukuan ganda dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Pembuat pembukuan ganda dengan sengaja telah membuat dua pembukuan

yang berbeda isinya, yang salah satu diantaranya adalah palsu.
Konsekuensinya pembuat pembukuan ganda dalam bidang perpajakan dapat
dikenakan sanksi administratif yaitu pembayaran kerugian kepada negara,

khususnya berupa denda dan bunga dan sanksi pidana berupa pidana penjara.
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